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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penataan kelembagaan dalam penyidikan
dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dan KPK dalam konteks hukum
tata negara. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan
perundang-undangan serta konseptual, sumber data yang digunakan adalah data
sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan adanya dualisme
kewenangan antara KPK dan Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi, yang diatur
oleh hukum tata negara. Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 telah mengubah
peraturan KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019, yang menegaskan KPK sebagai
bagian dari kekuasaan eksekutif dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan terhadap kasus korupsi yang melibatkan aparat hukum dan penyelenggara
negara. Kewenangan Kejaksaan terbatas pada kasus yang tidak memenuhi syarat Pasal
11 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019, yang menjadikannya bagian dari kekuasaan
eksekutif di bidang kerja yudikatif. Opsi adopsi kewenangan Kejaksaan Malaysia
menciptakan dua kemungkinan, yaitu penuntutan absolut oleh Kejaksaan atau
penuntutan oleh KPK dengan izin Kejaksaan. Kesimpulannya, penataan kelembagaan
ini menciptakan kompleksitas dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait
korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi , Kejaksaan
Republik Indonesia, Pemisahan Kekuasaan.
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ABSTRACT

This study aims to analyze institutional arrangements in the investigation and
prosecution of corruption crimes by the Attorney General's Office and the KPK in the
context of constitutional law. Using normative legal research methods and statutory
and conceptual approaches, the data source used is secondary data which is analyzed
qualitatively. This research shows the dualism of authority between the KPK and the
Attorney General's Office in handling corruption cases, which is regulated by
constitutional law. Constitutional Court Decision Number 36 / PUU-XV / 2017 has
changed the KPK regulations through Law Number 19 of 2019, which confirms the
KPK as part of the executive power with the authority to investigate, investigate, and
prosecute corruption cases involving legal officers and state administrators. The
authority of the Attorney General's Office is limited to cases that do not meet the
requirements of Article 11 paragraph (1) of Law Number 19 of 2019, which makes it
part of the executive power in the judicial field. The option of adopting the authority of
the Malaysian AGO creates two possibilities, namely absolute prosecution by the AGO
or prosecution by the KPK with the AGO's permission. In conclusion, this institutional
arrangement creates complexity in the supervision and enforcement of corruption-
related laws in Indonesia.

Keywords: Corruption Crime, Corruption Eradication Commission, Attorney
General of the Republic of Indonesia, Separation of Powers.
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